PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 1 "TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
« TAHUN ANGGARAN 1994/1895.

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAM TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun
Anggaran -1994 / 1998 perlu ditetapkan dengan Per-
aturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2)
Undang-undang Nomor § Tahun 1974.

. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 " .hun 1874 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara

‘ Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan.
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3037 ) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 19568 tentang
Pembantukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tanggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tamba?an Lembaran Negara Repub11k Indonesia Nomor
1649

3. uUndang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan { - Lembaran Nagara Republik-
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2312 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1875 tentang

Pangurusan, Pertanggungjawaban dan Pangawasan

Keuangan Daerah { . Lambaran Negara Republik

‘ : Indonesia Tahun 1975 Nomor 6§ ) ; ‘

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1875 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daarah
dan Penyusunan Parhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 ) ;

6. Keputusan
Tata Cara
dan Pensiun

residen Momor 22 Tahun 1984 tentang
nyediaan .zn Penyaluran Subs1d1 Gaji
agi Daerah Otonom ;

7. Peraturan .....



10.

11.

12..

13.

14,

15.

18.

17.

Peraturan Menteri Dalam _Negari Nomor 11 Tahun

1975 tentanyg Contoh-contoh Cara Penyusunan
Ahggaran Paerdapatan dan  Belanja Daerah,
Paelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perh1tungan Anggaran Pendapatan dan
Betanja Daerah ; : -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Dasrah ;

Peraturaﬁ Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978

.tantang pener1maan Sumbangan Pihak ketiga kepada

Daerah :

Paraturan - Menteri Dalam Negeri Nomor 4  Tahun
1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang

‘dan Materiil Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985

- tentang Pengurusan Pen-iznatan Daerah Has11 Pajak

Bumi dan Bangunan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Ndmor 900-099
Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual
Administrasi Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam ~ Negeri  Nomor 570-360
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan’
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

Keputusan Menteri A Dalam Negeri"Nomor 960-8823

Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1881 tentang
Manual Administrasi Pendapatan Daerah ; .

Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
1984 tanggal 15 Desember 1984, tentang Langkah
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan
Balanja Negara :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316
tanggal 18 September 1885 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri _Da]am Negeri Nomor 903-1319
tanggal 19 September 1985 tentang Panyempurnaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri .Nomor 903~603
tantang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah °’ :

18. Keputusan .....



Mampar-
Jhatikan

‘ -~ Mendengar :

18

Keputusan Menter1 Datam Negeri Nomor 51 Tahun 1985
tanggal 31 Desamber 1985 tentang - Petunjuk

“pengelolaan _Pardapatgn Daerah Hzsil Pajak Bumi

dan Bangunan ;

‘19.

20.

21,

:KeputUSan Menter1 Dé1am Nageri Nomor 903-269
- tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan

Bantuk dan Susunan Tata Usasha Keuangan Daerah
serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

. .
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379
tanggal 11 April 1987 tentang ?Penggunaan Sistim
Digit dalam Pelaksanaan Angcaran Pendapatan dan

‘Balanja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha

Keuangan Daerah ;

Keputusan Mentari Dalam Negeri Nomor 903 - 057
tanggal 192 Januari 1988 tentang Penyempurnaan

~ Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

22,

Keputusan Menteri ucui.ia Nageri Nomor 803-617
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri

Dalam Negeri - Nomor $03-1316:Tahun 1985 tentang

Panyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah ;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD
tanggal 19 Pebruari 1994 Perihal Pedoman Penyu-
sunan Anggaran -~ Pendapatan don Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1994 / 1985,

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10
Tahun 1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang Peraturan
Tata ‘Tertib  Dawan Perwakilan Rakyat Daerah
Prop1nsi Daerah T1hgkat I Nusa Tenggara Timur ;

Pembicaraan dalam Rapat - rapat Panitia Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Maret
sampai dengan 12 Maret 1984 ; -

Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

" Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa

Tenggara Timur tanggal 23 Maret 1984.

Dengan Persetujuan Dewan Zarwakilan Rakyat. Daarah
Propinsi Daerah Tingkat I .‘vmsa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN . .....



Meneatapkan.

-
. -

b, BELANJA :

M E MU T U S K A N

_FERAIURAN BAERAH PROPINSI ~DAGRAM TINGKAT T NUSA.
TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDA-

PATAN DAN BELANJA DAERAH. PROPINSI DAERAH. TING~

CKAT 1 NUSA TEN@GARA TIMUR TAHUN ANGGARA& 1994/
'$998. ¢ oo ‘ . -

Pasal 1

Jumlah Anggaraﬂ Pendapatan dan . Belanja Daerah .
.. Tahun ~ Anggaran . 1984 / 1995 adalah sebesar
Rp. 82. 942 500 oob 00 terdiri dari.

a. PENDAPATAN ot

- Pandapatan c#iveev.. Rp.. 62.942.500.000,00

b. BELANJA : °

. - Rutin ..... Rp. 32.825.300.000,00
= Pembangunan Rp. -30.117.200.000,00

ﬁab-n--u—*a—_——————uq——.

Rp. 62.942.500.000,00

Pasa1 2

 ”Jum1ah urusan Kas dan Perhitungan adalah  sebagai

blrikut Tl

a. PENDAPATAN .

- Pendnﬁatan wiiue.... "Rp. . 2.796.800.000,00

o

D - Rutin ..... Rp. 2.796.800.000,00.
- Pembangunan Rp. & =+ ==

--——‘—-————-——-——-—'.———-————n-

_Rp." 2.796.800.000,00

~Pasa1 '3

(1) R1ncian dari kotantuan tersabut pada pasal 1
' dﬁauat 6a4um 1amptran A

(2) R1ncian lebih 1anjut dari. ketentuan tersebut
- pada paaaﬂ .t ‘dan pasal 2 dimdat dalam
~ 1amp{ran A:, AII/R dan A.IT1/P ; _

(3) Rinciah sobagaimana dimaksud ayat (1) dan (2)

‘pasal ini marupakan bag1an yang tidak terpi -
' sahkan.- : :

- Pasal cuaies



» . ’“"t vy "‘W’{W"* “*f’g‘z*?‘"'__‘“w“f‘;::-:}m?":
- it PR T T

Pasal 4

Pasél = pasal yang akan dilakukan pergeseran
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang beriaku
‘adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Paeraturan ODaerah ini berlaku setelah mendapat
‘Pengesahan dari Psjabat vyang berwenang dan
berlaku mu1a1 tanggal 1 April 1994, :

DITETAPKAN DI : K U P A N G.

PADA TAMTI3AL

15

23 MARET 1994.

LAN ; KY T DAERAH IERNGIT RS DAERAH TINPKAT I
E'\ AT I A QPUNGGARA TIMUR,
A TI R *’

: t J 2. & ) 3




